(4)

(1)

(2)

-21 -

Laporan pelaksanaan tugas akhir masa jabatan anggota
Komisaris yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah
hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari
kantor akuntan publik disampaikan dalam RUPS tahunan.

Pasal 37
Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena
diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35 huruf ¢, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan
pemberhentian.
Pemberhentian anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang
dapat dibuktikan secara sah, anggota Komisaris yang
bersangkutan:
a. tidak dapat melaksanakan tugas;
b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan
kerugian pada Perseroda, negara dan/atau Daerah;
d. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap;
e. mengundurkan diri;
tidak lagi memenuhi persayaratan sebagai anggota Komisaris
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan/atau
g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan
Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi

dan pembubaran Perseroda.

Pasal 38

Anggota Komisaris diberhentikan oleh RUPS.
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Paragraf 5

Larangan

Pasal 39
Anggota Komisaris dilarang memangku lebih dari 2 (dua) jabatan
anggota Komisaris.
Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-
waktu dari jabatannya sebagai anggota Komisaris.
Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja
sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru
sebagai anggota Komisaris, semua jabatan yang bersangkutan

sebagai anggota Komisaris dinyatakan berakhir.

Pasal 40
Anggota Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara,
dan/atau badan usaha milik swasta;
b. pejabat lainnya sesuai dengan Kketentuan peraturan
perundangundangan; dan/atau
c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-
waktu dari jabatannya sebagai anggota Komisaris.
Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja
sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru
anggota Komisaris, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota

Komisaris dinyatakan berakhir.
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Paragraf 6
Kewajiban
Pasal 41
(1) Anggota Komisaris wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab
menjalankan tugas untuk kepentingan Perseroda.
(2) Setiap anggota Komisaris bertanggung jawab penuh secara
pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam

menjalankan tugasnya.

Paragraf 7
Penghasilan
Pasal 42
(1) Penghasilan anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penghasilan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling banyak terdiri atas:
a. honorarium;
b. tunjangan;
c. fasilitas; dan/atau

d. insentif kinerja.

Pasal 43
Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota
Komisaris dibebankan kepada Perseroda dan dimuat dalam Rencana

Kerja dan Anggaran Perseroda.

Bagian Keempat
Direksi
Paragraf 1
Umum
Pasal 44
(1) Direksi melakukan pengurusan terhadap Perseroda.
(2) Pengurusan oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

A

undangan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas.
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Paragraf 2
Pengangkatan
Pasal 45
(1) Untuk pertama kali, Direksi Perusahaan Daerah Air Minum
Kabupaten Tapin diangkat oleh RUPS sebagai Direksi Perseroda
sampai dengan habis masa jabatannya.
(2) Pengangkatan Direksi Perseroda sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan RUPS.

Pasal 46

(1) Jumlah anggota Direksi untuk Perseroda ditetapkan oleh RUPS.

(2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.

(3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas
pengurusan Perseroda.

(4) Dalam hal jumlah anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang, salah
satu diantaranya diangkat menjadi Direktur Utama.

Pasal 47

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan

harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. sehat jasmani dan rohani,

b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur,
perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan
dan mengembangkan perusahaan;

c. memahami penyelenggaraan Pemerintahaan Daerah;
memahami manajemen perusahaan;
memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha
perusahaan;

f. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);

g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial

A

perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
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h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling
tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama
kali;

i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau
Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha
yang dipimpin dinyatakan pailit;

j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang
merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;

k. tidak sedang menjalani sanksi pidana;

. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala
Daerah atau calon Wakil Kepala daerah dan/atau calon anggota
legislatif; dan

m. tidak pernah terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dan zat
adiktif lainnya.

Pasal 48

(1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.

(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-
kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang
dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.

(3) Pembentukan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2) dan ayat (3) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali
anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan

baik selama masa jabatannya.

Pasal 49
(1) Calon Direksi yang dinyatakan Iulus seleksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 wajib menandatangani kontrak kinerja
sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
(2) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi

"

wajib menandatangani kontrak kinerja.
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(3) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan Kembali sebagai
anggota Direksi.

Pasal 50

(1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5
(ima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali
masa jabatan kecuali:

a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus
dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk
masa jabatan yang ketiga.

(2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana
yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi
kriteria:

a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta
rencana kerja dan anggaran Perseroda,;

b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal wajar
tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di
akhir periode kepemimpinan;,

c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100%

(seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Paragraf 3
Pemberhentian
Pasal 51
Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:
a. meninggal dunia;
b. masa jabatannya berakhir; atau

c. diberhentikan sewaktu-waktu.
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Pasal 52

(1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa
jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51
huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan
pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga)
bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

(2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum
dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa
jabatannya.

(3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisaris wajib
menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi
kepada pemegang saham.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan
rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar
pertimbangan RUPS untuk memperpanjang atau
memberhentikan anggota Direksi.

(5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi
yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit
dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan
publik telah disampaikan dalam RUPS tahunan.

Pasal 53
(1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan
sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c,
pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
(2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat
dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
a. tidak dapat melaksanakan tugas;
b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan

A

kerugian pada Perseroda, negara dan/atau Daerah;
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dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap;

mengundurkan diri;

tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan/atau

tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan
Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi,

akuisisi dan pembubaran Perseroda.

Pasal 54

Direksi pada Perseroda diberhentikan oleh RUPS.

Paragraf 4
Larangan
Pasal 55

(1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara

C.

dan badan usaha milik swasta;
jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan/atau

jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

(2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(3)

dikenai sanksi administrasi berupa diberhentikan sewaktu-waktu

dari jabatan sebagai anggota Direksi.

Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
dilaksanakan oleh RUPS, paling lama 20 (dua puluh) hari kerja
sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru

sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai

anggota Direksi dinyatakan berakhir.
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Paragraf 5
Kewajiban
Pasal 56
(1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan bertanggungjawab
menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroda.
(2) Setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi
apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan
tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1).

Paragraf 6
Penghasilan
Pasal 57
(1) Penghasilan Direksi Perseroda ditetapkan oleh RUPS sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling banyak terdiri atas:
a. gaji;
b. tunjangan;
c. fasilitas; dan/atau

d. insentif pekerjaan.

Paragraf 7
Tugas dan Wewenang
Pasal 58

(1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.

(2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar
rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang
acara dan materi yang diputuskan.

(3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal
yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat

pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

2
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Pasal 59

(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi,
pelaksanaan tugas pengurusan Perseroda dilaksanakan oleh
Komisaris.

(2) Komisaris dapat menunjuk pejabat dari internal Perseroda untuk
membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan
pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

(3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan seluruh anggota Komisaris, pengurusan
Perseroda dilaksanakan oleh RUPS.

(4) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menunjuk
pejabat dari internal Perseroda untuk membantu pelaksanaan
tugas pengurusan Perseroda sampai dengan pengangkatan
anggota Komisaris dan anggota Direksi definitif paling lama 6

(enam) bulan.

Pasal 60
Ketentuan mengenai tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroda
diatur dalam anggaran dasar sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas.

Bagian Kelima
Pegawai Perseroda
Pasal 61

(1) Seluruh pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten
Tapin secara otomatis diangkat menjadi pegawai Perseroda.

(2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menduduki
jabatan di Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tapin
dilakukan penyesuaian dengan jabatan di Perseroda.

(3) Pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajiban
pegawai Perseroda diatur dalam anggaran dasar sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur

A\

mengenai ketenagakerjaan.
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Pasal 62

(1) Pegawai Perseroda memperoleh penghasilan yang adil dan layak
sesuai dengan beban pekerjaan, tanggungjawab dan kinerja.

(2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perseroda sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana kerja dan
anggaran Perseroda.

(3) Penghasilan pegawai Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) paling banyak terdiri atas:

a. gaji;

b. tunjangan;

c. fasilitas; dan/atau

d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai Perseroda
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 63
Pegawai Perseroda wajib diikutsertakan pada program jaminan
kesehatan, jaminan hari tua dan jaminan sosial lainnya sesuai

dengan ketentuan paraturan perundang-undangan.

Pasal 64
Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perseroda
melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya

manusia.

Pasal 65
(1) Pegawai Perseroda dilarang menjadi pengurus dan/atau anggota
partai politik.
(2) Pegawai yang menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dengan tidak

hormat sebagai pegawai Perseroda.

"\
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Bagian Keenam
Satuan Pengawas Intern
Pasal 66

(1) Pada Perseroda dibentuk satuan pengawas intern yang
merupakan aparat pengawas intern perusahaan.

(2) Jumlah satuan pengawas intern ditetapkan dalam anggaran
dasar sesuai dengan kebutuhan.

(3) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab kepada
Direksi.

(4) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan

pertimbangan dari Komisaris.

Pasal 67

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

a. membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan
operasional dan keuangan Perseroda, menilai pengendalian,
pengelolaan dan pelaksanaannya pada Perseroda dan
memberikan saran perbaikan;

b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil
pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana
dimaksud pada huruf a kepada direktur utama; dan

c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah

dilaporkan.

Pasal 68
(1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil
pelaksanaan tugas kepada ditektur utama dengan tembusan
kepada Komisaris.
(2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara

langsung kepada Komisaris atas laporan sebagaimana dimaksud

A

pada ayat (1).
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Pasal 69
(1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan
pengawas intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk
selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat direksi.
(2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah
yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam
setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan

pengawas intern.

Pasal 70
Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib
menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam
Perseroda sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya masing-

masing.

Pasal 71
Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan pengawas intern dituangkan
dalam anggaran dasar dengan berpedoman kepada ketentuan

peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Perencanaan Perseroda
Paragraf 1
Perencanaan
Pasal 72
(1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat:
a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;

b. kondisi Perseroda saat ini;

“
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c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan dan program
kerja.

(3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada
Komisaris untuk ditandatangani bersama.

(4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Komisaris
disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

(5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
dasar perjanjian kontrak kinerja.

(6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

disampaikan kepada Menteri.

Paragraf 2
Rencana Kerja dan Anggaran Perseroda
Pasal 73

(1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang
merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis yang
disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan
anggaran tahunan.

(3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada
Komisaris paling lambat pada akhir bulan November setiap tahun
untuk ditandatangani bersama.

(4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama

Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan

pengesahan.
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Bagian Kedua
Operasional Perseroda
Paragraf 1
Standar Operasional Prosedur
Pasal 74
(I) Operasional Perseroda dilaksanakan berdasarkan Standar
Operasional Prosedur.
(2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris.
(3) Standar Operasional Prosedur harus memenuhi unsur perbaikan
secara berkesinambungan.
(4) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) paling sedikit memuat aspek:

a. organ;
b. organisasi dan kepegawaian;
c. keuangan;

d. pelayanan pelanggan;

e. resiko bisnis;

f. pengadaan barang dan jasa;
g. pengelolaan barang;

h. pemasaran; dan

et

pengawasan.

(5) Standar Operasional Prosedur yang sudah ada dan berlaku di
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tapin dinyatakan
tetap berlaku dan akan dilakukan penyesuaian sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) paling lambat 1 (satu) tahun sejak
pendirian Perseroda.

(6) Standar Operasional Prosedur yang telah dilakukan penyesuaian
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.
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Paragraf 2
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
Pasal 75

(1) Pengurusan Perseroda dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola
Perusahaan Yang Baik.

(2)

(3)

(5)

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terdiri atas prinsip:

a.
b.
C.
d.

e.

transparansi,
akuntabilitas;
pertanggungjawaban;
kemandirian; dan

kewajaran.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:

a.
b.

mencapai tujuan Perseroda;

mengoptimalkan nilai Perseroda agar memiliki daya saing
yang kuat, baik secara nasional maupun internasional,
mendorong pengelolaan Perseroda agar lebih professional,
efisien dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan
meningkatkan kemandirian organ Perseroda;

mendorong agar organ Perseroda dalam membuat keputusan
dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi
dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,
serta kesadaran tanggungjawab sosial Perseroda terhadap
pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan
Perseroda;

meningkatkan kontribusi Perseroda dalam perekonomian
nasional dan Daerah; dan

meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan

investasi nasional dan Daerah.

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilakukan paling
lambat 2 (dua) tahun setelah Perseroda didirikan.
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Paragraf 3
Pengadaan Barang dan Jasa
Pasal 76
(1) Pengadaan barang dan jasa Perseroda dilaksanakan
memperhatikan prinsip efesiensi dan transparansi.
(2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perseroda
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Kerjasama
Pasal 77

(1) Perseroda dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling
menguntungkan dan melindungi Kkepentingan Pemerintah
Daerah, masyarakat luas dan pihak yang bekerjasama.

(3) Pelaksanaan kerja sama Perseroda sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai
dengan mekanisme internal perusahaan.

(4) Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perseroda, kerja
sama dimaksud dilakukan melalui kerjasama operasi.

(5) Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
berupa tanah dan/atau bangunan yang berasal dari penyertaan
modal Daerah pada Perseroda dan dikerjasamakan dalam jangka
waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun harus disetujui oleh RUPS
luar biasa.

(6) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:

a. disetujui oleh RUPS luar biasa;

b. laporan keuangan Perseroda 3 (tiga) tahun terakhir dalam
keadaan sehat;

c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari
Perseroda yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan

d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama. }\




(7)

(8)

(1)

(3)

(4)
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Perseroda memprioritaskan kerja sama sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam
rangka mendukung kerja sama Daerah.

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat
memberikan penugasan kepada Perseroda untuk melaksanakan
kerjasama.

Ketentuan mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Paragraf 5

Pinjaman

Pasal 78
Perseroda dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan,
Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan
sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan
usaha dan investasi.
Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempersyaratkan jaminan, aset Perseroda yang berasal dari hasil
usaha Perseroda dapat dijadikan jaminan.
Dalam hal Perseroda melakukan pinjaman sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak
dipersyaratkan jaminan.
Pelaksanaan mengenai pinjaman Perseroda sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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Bagian Ketiga
Pelaporan
Paragraf 1
Pelaporan Komisaris
Pasal 79
(1) Laporan Komisaris terdiri dari:

a. laporan triwulan; dan

b. laporan tahunan.

(2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang
disampaikan kepada RUPS.

(3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah
akhir triwulan berkenaan.

(4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
disampaikan paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari kerja
setelah tahun buku Perseroda ditutup.

(5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
disahkan oleh RUPS.

(6) Dalam hal terdapat Komisaris tidak menandatangani laporan
tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus
disebutkan alasannya secara tertulis.

(7) Tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Paragraf 2
Pelaporan Direksi
Pasal 80
(1) Laporan Direksi terdiri dari:
a. laporan bulanan;
b. laporan triwulan; dan
c. laporan tahunan.

(2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dan huruf b yang disampaikan kepada
Komisaris terdiri atas:

a. laporan kegiatan operasional; dan
b. laporan keuangan

(3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

terdiri atas:

a. laporan keuangan yang telah diaudit; dan

b. laporan manajemen yang ditandatangani bersama oleh
Direksi dan Komisaris.

(4) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dan huruf ¢ disampaikan kepada RUPS.

(5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
disahkan oleh RUPS paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh)
hari kerja setelah diterima.

(6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat
paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disahkan oleh
RUPS.

(7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani
laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
harus disebutkan alasannya secara tertulis.

(8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
disampaikan kepada Menteri.

(9) Tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

X

undangan.




